RISET ' ’

Madrasah Mitra:
Langkah Strategis

Pengembangan Ma-
drasah

Muchlis, Nurhattati, Awmril
Muhammad, Umul Hidayat:

Peneliti Puslitbang Penda dan Keagamaan

Pendahuluan

Memasuki era reformasi, muncul
tuntutan dari masyarakat pendu-
kung madrasah untuk mengemba-
likan madrasah ke ciri awalnya se-
bagai lembaga pendidikan yang
tumbuh dan berkembang dari dan
untuk kebutuhan masyarakat. Hal
ini sejalan dengan salah satu agen-
da reformasi pendidikan melalui
otonomi pendidikan dan mengem-
bangkan School Based Management
(SBM).! Meskipun sejak diadopsi
oleh Departemen Agama, secara ke-
lembagaan posisi madrasah sema-
kin jelas dan terus bertambah jum-
lahnya, ? dari segi kualitas® dalam
beberapa hal mengalami kemundur-
an dan masyarakat madrasah mera-
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sa kehilangan yaitu kemandirian
dan karakteristik madrasah sebagai
institusi pendidikan Islam dengan
corak modern.4

Kebijakan pemerintah untuk
menerapkan otonomi pendidikan
sebagai bagian dari desentralisasi
sistem pemerintahan telah memberi-

- kan peluang kepada madrasah un-

tuk kembali kepada citra dirinya
semula.® Sistem ini pun telah meng-
ubah paradigma pendidikan secara
mendasar. Beberapa langkah strat-
egis telah diambil antara lain mere-
visi kurikulum dengan pendekatan
Kompetensi Dasar.® Bahkan Ditjen
Bagais Departemen Agama RI telah
menerbitkan SK tentang pemben-
tukan Majelis Madrasah Khusus un-
tuk Madrasah Negeri.” Ini menun-
jukkan bahwa Departemen agama
d/h Ditjen Bagais telah berusaha
merespon semangat reformasi pen-
didikan.

Dari studi kebijakan yang dila-
kukan Puslitbang Pendidikan Aga-
ma dan Keagamaan ada dugaan,
bahwa sistem sentralisasi telah “me-
manjakan madrasah”.® Akibatnya,
untuk melakukan perubahan seca-
ra drastis akan menghadapi kenda-
la psikologis maupun teknis.® Hal
itu semakin dipersulit oleh kondisi
madrasah yang sebagian besar ber-
status swasta di mana keterlibatan
masyarakat pendukung untuk
“menghidupkan” madrasah sangat
besar. Dengan kata lain, apapun pe-
rubahan yang hendak dilakukan
pemerintah terhadap madrasah
tidak bisa menghindar dari melibat-
kan masyarakat pendukung madra-
sah. Dalam konteks ini, perubahan
paradigma pembinaan madrasah
membutuhkan kejelasan konsep dan
implementasi teknis untuk semua




komponen penyelenggara dan pe-
ngelola pendidikan.”® Artinya, apa
yang diinginkan pemerintah dan
mudah diterima masyarakat madra-
sah apabila dilakukan bersama-
sama dengan madrasah itu sendiri.
Sehingga memberikan keyakinan
dan kepercayaan kepada madrasah,
bahwa perubahan paradigma pem-
binaan madrasah tersebut dibutuh-
kan oleh madrasah.

Dalam konteks seperti di atas-
lah alasan membentuk kerjasama
antara Puslitbang Pendidikan Aga-
ma dan Keagamaan dengan Madra-
sah menjadi semakin penting. Sebab
setiap konsep/draft yang akan di-
jadikan kebijakan oleh Departemen
Agama d/h Ditjen Bagais dirasakan
sebagai milik bersama.

Realisasi Kegiatan

A. Persiapan

Untuk mempersiapkan studi
rintisan ini, secara konseptual ke-
giatan dibagi kepada dua aspek,
yaitu: teknis administratif dan aka-
demis. Khusus untuk teknis akade-
mis, persiapan yang dilakukan ada-
lah sebagai berikut:

1. Menyusun TOR, DO, dan IPD,

2. Melakukan pembahasan TOR,
DO dan IPD,

3. Merevisi dan mengadakan TOR,
DO dan IPD,
4. Menyusun schedule time,

5. Membuat draft keterlibatan staf
dan unsur lain yang diharapkan
ikut berpartisipasi.
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B. Kajian Awal

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya kajian
awal ini adalah untuk memperoleh
gambaran dan posisi program yang
akan dilakukan di antara sekian ba-

. nyak kegiatan yang dilakukan bal-

itbang agama dan diklat keagama-
an. Di samping itu, kajian ini juga
akan memposisikan madrasah seba-
gai institusi yang dibina oleh depar-
temen agama terutama yang terkait
dengan mekanisme pengambilan
keputusan/ kebijakan.

2. Sasaran

Sasaran pokok atau fokus kajian
awal adalah sebagai berikut:

a. Memahami madrasah secara
yuridis dan historis;

b. Refleksi dari perjalanan madra-
sah sejak sebelum dan sesudah

dibina Departemen Agama;

c. Potret “politik pemerintah” ter-
hadap madrasah sejak kemerde-
kaan sampai era reformasi;

Pilihan-pilihan untuk pembina-
an madrasah yang sejalan de-
ngan semangat sejarah lahirnya
madrasah.

Untuk melakukan kajian seper-
ti tergambar di atas, maka dibentuk
sebuah tim yang dipimpin oleh Dr.
H.K. Sukardji MM, APU., dengan
anggota: Drs. Qowaid, MA, Dra. H.
Mardhiyah SA, Drs. H. Syamsuddin,
Drs. Muchtamil, Drs. H. Abd. Muin,
Drs. H. Soemanto, M.Pd, dan Dra.
Ummul Hidayati. Tim ini bekerja
dengan memanfaatkan sumber dan
literatur, terutama yang dimiliki
Balitbang Agama dan Diklat Keaga-
maan.




3. Hasil Yang Diperoleh

Kegiatan ini dapat diselesaikan se-
lama 10 bulan dan menghasilkan te-
muan, antara lain sebagai berikut:

a. Banyak terjadi perubahan kebi-
jakan pemerintah tentang ma-
drasah sejak kemerdekaan sam-
pai era reformasi. Salah satu
masalah krusial dan belum
menggembirakan pengelola ma-
drasah adalah “politik pendidik-
an di Indonesia yang belum san-
tun dan ramah terhadap madra-
sah”.

b. Umumnya madrasah berdiri di-
dukung oleh sebuah komunitas.
Budaya berpikir dan sistem so-
sial yang berkembang di madra-
sah berakar pada budaya masya-
rakat dimana ia berdiri.

c. Secara historis, motivasi dasar
lahirnya madrasah di Indonesia
adalah “menjadilembaga pendi-
dikan” bukan menjadi “lembaga
keagamaan”. Namun atmosfir
politik di lingkungan Depdiknas
(Depdikbud saat itu) dan “lem-
baga penentu kebijakan lainnya
di tingkat nasional seperti BAP-
PENAS”, selalu berupaya me-
marjinalkan madrasah serta
mereduksinya menjadi “lemba-
ga keagamaan”.

Keputusan Departemen Agama
membentuk Madrasah Negeri
sebagai madrasah pembina me-
miliki relevansi yang kuat. Na-
mun keinginan itu tidak menda-
pat dukungan yang memadai
dari sisi anggaran. Sehingga per-
tumbuhan Madrasah Negeri pun
tidak jauh berbeda dengan Ma-
drasah Swasta.

e. Melalui dukungan dari pemerin-
tah yang sangat terbatas, madra-
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sah tetap berkembang. Salah
satu faktornya adalah “kedeka-
tan” madrasah dengan pendu-
kungnya. Namun potensi ini
mulai mengalami distorsi sejak
tingginya keterlibatan pemerin-
- tah dalam membina madrasah,
terutama kebijakan yang “serba
seragam” antara satu madrasah
dengan madrasah lainnya.

f. Dalam setiap mengambil kebi-
jakan di bidang pendidikan,
khususnya madrasah, Departe-
men Agama kurang didukung
oleh hasil kajian yang teruji se-
cara akademik dan lebih banyak
mempresentasikan persepsi
umum pejabat yang ada di pu-
sat. Sehingga dalam penerapan-
nya ditemukan banyak kendala.
Salah satu contoh adalah kebi-
jakan tentang Majelis Madrasah
yang melahirkan gejolak di be-
berapa Madrasah Negeri dan
penolakan oleh Madrasah Swas-
ta.

g- Secara umum kelemahan dari
kebijakan apapun yang diambil
Departemen Agama untuk ma-
drasah ialah “lemahnya sosiali-
sasi”. Sehingga kebijakan yang
diharapkan dapat terlaksana se-
cara tepat, malah yang terjadi
sebaliknya.

4. Workshop

Hasil kajian awal ini telah diba-
has pada tingkat intern Puslitbang
Penda dan Keagamaan. Kemudian
dijadikan position paper pada pem-
bahasan hasil kajian awal dengan
lingkup yang lebih luas melalui
workshop di Wisma YPI Ciawi tang-
gal 27 s/d 29 September 2002. Un-
tuk mempertajam analisis dan mem-
perkaya data, pada workshop ini di-




hadirkan beberapa ahli dan pakar di
bidang pendidikan termasuk pejabat
struktural yang membina madrasah
dan pengelola madrasah di Kabupa-
ten Bandung, Serang, dan Lampung

Selatan. Pertemuan ini telah mengha-

silkan dua dokumen penting, yaitu
draft panduan umum action plan dan
rangkuman pokok-pokok pikiran
nara sumber berikut ini:

a. Pokok-pokok Pikiran Nara Sum-

ber

1)

2)

3)

4)

5)

Pendidikan secara umum di-
hadapkan pada persoalan in-
efficience, ketidakcocokan
(mismatch) antara apa yang
dihasilkan sekolah dengan
kebutuhan masyarakat, khu-
susnya bagi dunia kerja dan
ketidakadilan dalam pela-
yanan.

Adalah langkah yang strate-
gis bila arah kebijakan pem-
bangunan nasional di bidang
pendidikan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas lem-
baga pendidikan.

Lembaga Pendidikan Agama
dan Keagamaan (LPAK)
yang memiliki basis masya-
rakat akar rumput (grassroot)
telah mengalami perkem-
bangan yang “signifikan”.
Dan ditentukan oleh peme-
rintah dibandingkan dengan
inisiatif dan kreatifitas ma-
syarakat LPAK sendiri.

Isu utama otonomi pendidik-
an adalah adaptasi, antisipa-
si, dan partisipasi lembaga
pendidikan atas segala peru-
bahan yang terjadi dan akan
terjadi.

Gagasan untuk mengem-
bangkan Madrasah Mitra
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patut disambut baik dan per-
lu dilakukan hal-hal sebagai
berikut: B

a) Merumuskan visi yang
ingin dibangunnya mela-
lui pengembangan Ma-
drasah Mitra yang di-
arahkan untuk tersusun-

' nya pola-pola peningkat-
an kualitas (Patterns of
Quality Inprovement).

b) Merumuskan misi me-
ngembangkan Madrasah
Mitra, yaitu menyiapkan
konsep mengenai madra-
sah yang baik dan me-
nyiapkan perangkat-pe-
rangkat intervensi yang
terdesain (designed inter-
vension).

¢) Dalam mengembangkan
Madrasah Mitra, Litbang
sebaiknya sejak awal be-
kerjasama dengan Fakul-
tas Tarbiyah (UIN) dan
tidak ditangani sendiri.

b. Draft Panduan Umum Action
Plan

1) Umum

a) Madrasah Mitra adalah
suatu bentuk madrasah
yang dihasilkan dari ker-
jasama antara pengelola
madrasah dengan Puslit-
bang Pendidikan Agama
dan Keagamaan dalam
rangka mengujicobakan
pelbagai konsep kependi-
dikan dan draft kebijak-
an.

b) Kerjasama tersebut ditu-
angkan dalam nota kese-
pahaman (MOU) yang
dirumuskan antara pe-
ngelola madrasah dengan




2)

Puslitbang Pendidikan
Agama dan Keagamaan.

c) Peran strategis Madrasah
Mitra karena dapat mem-
bentuk hubungan siner-
gis antara kebijakan yang
dihasilkan dengan meng-
gunakan kebijakan terse-
but (madrasah).

d) Prinsip umum dari Ma-
drasah Mitra ini tidak
mengurangi kewenangan
dan kreatifitas para pe-
nyelenggara pendidikan
di madrasah.

Rasionalisasi Pentingnya
Madrasah Mitra

a) Terjadinya perubahan
paradigma baru pendi-
dikan dari “teachers-cen-
tered” menjadi “learners-
centered”.

b) Terjadinya perubahan
dan perkembangan tata
kepemerintahan di Indo-
nesia. Seperti lahirnya
UU No. 22 Tahun 1999
dan Peraturan Pemerin-
tah No. 25 Tahun 2000.

¢) Madrasah berada dalam
arus utama (mainstream)
strategi pendidikan na-
sional.

d) Masalah pokok pendidik-
an di madrasah adalah
manajemen kelembaga-
an, tenaga kependidikan,
kurikulum, strategi pem-
belajaran, kualitas lulus-
an dan dana/anggaran.

e) Berdasarkan ragam per-
masalahan tersebut di
atas, maka perlu dicari
dan dirumuskan suatu
pendekatan penyelengga-
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3)

4)

5)

raan madrasah, sehingga
dapat memperkecil per-
masalahan di atas.

f) Studi Kebijakan Kependi-
dikan di Madrasah yang
dilakukan oleh Puslit-
bang Pendidikan Agama
dan Keagamaan Balit-
bang Agama dan Diklat
Keagamaan merekomen-
dasikan perlunya dirintis
pembentukan “Madrasah
Mitra”.

Tujuan

Tujuan pedoman umum ac-

tion plan Madrasah Mitra ini

adalah untuk memberi arah
kepada penyusun action plan
secara teknis.

Konsep/Draft yang Diujico-

bakan

Adapun konsep kependidik-
an yang akan diujicoba-
kan adalah:

a) Pengembangan budaya
sekolah (school culture);

b) Kurikulum Nasional PAI
berbasis kompetensi;

c) Standarisasi kompetensi
guru PAL

d) Madrasah Mandiri School
Based Management di ma-
drasah.

Prosedur Kerja

a) Puslitbang Pendidikan
Agama mengajukan be-
berapa konsep pengem-
bangan madrasah kepada
Madrasah Mitra.

b) Membahas dan mengkaji
secara komprehensif kon-
sep yang terpilih ber-
dasarkan kesepakatan
bersama, untuk kemudi-




an merumuskan perenca-
naan pelaksanaan (strate-
gi pelaksanaan) yang di-
sesuaikan dengan poten-
si, kondisi, dan kesepa-
katan yang paling me-
mungkinkan.

c) Pihak penyelenggara ma-
drasah mengaplikasikan
uji coba berbagai konsep
tersebut.

d) Puslitbang Penda dan
Keagamaan melakukan
supervisi, monitoring,
dan evaluasi melalui fo-
rum diskusi yang bertem-
pat di Madrasah Mitra
sasaran program.

6) Unsur-unsur Terkait

® oo o

laa)

h.

Balitbang Agama dan
Diklat Keagamaan

Ditjen Bagais

Pengurus Yayasan
Kepala madrasah

Guru Mata Pelajaran
yang diujicobakan
Orangtua/wali murid
Kantor Dep. Agama
Kab/Kota

Kanwil Dep. Agama
Propinsi

7) Tahap Kegiatan
Penjabaran kegiatan dan
komponen sesuai dengan
tahapan penelitian aksi yang
telah digariskan adalah:

8) Supervisi, Evaluasi, dan
Monitoring

No Kegiatan Sasaran

Waktu
{bulan)

Hasil

1 Survei Pendahuluan | Adanya kesiapan yang matang
dalam penelitian, termasuk
pelaksana dan koordinasi

a. Tersusunnya tim pelaksana
dengan jumlah dan kualifikasi
handal & bertanggung jawab.

b. Tersusunnya pedoman
pelaksanaan termasuk
instrumen survey

2 Survei Lapangan Responden

Terhimpunnya data dan informasi

3 Perumusan Draft Tersusunnya draft strategi,
Madrasah Mitra mekanisme, dan penerapan
Madrasah Mitra.
4 Sosialisasi dan Di daerah dan pusat Diperoleh pemahaman yang
Pelatihan sama tentang konsep dan teknis
pelaksanaan
5 Penerapan Pelaksana dan pengelota memiliki
Madrasah Mitra pengetahuan dan informasi yang
utuh tentang teknis pelaksanaan
Madrasah Mitra
6 Monitoring Madrasah terpilih sesuai kriteria Berlangsung pengawasan
uji coba implementasi Madrasah Mitra
7 Evaluasi Sda. Merencanakan perbaikan
8 Refleksi Sda. 3 Melakukan justifikasi, temuan-

temuan, dan menyiapkan
berbagai data untuk merevisi,
memodifikasi memasuki siklus
berikutnya.
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a)

b)

Supervisi dan Monitoring

Kegiatan supervisi dan
monitoring untuk meli-
hat secara langsung pe-
laksanaan kegiatan de-
ngan tujuan untuk me-
ngetahui daya guna, ha-
sil guna, dan tepat guna
program. Melalui kegiat-
an ini dapat diperoleh in-
formasi tentang keberha-
silan dan kegagalan pe-
laksanaan program. Ru-
ang lingkup supervisi
meliputi semua aspek
program.

Sasaran supervisi meli-
puti aspek yang terkait
dengan manajemen ke-
giatan, pelaksanaan ke-
giatan, keberhasilan ke-
giatan dan upaya pe-
ngembangan lebih lanjut.
Kegiatan supervisi dila-
kukan secara langsung
oleh Puslitbang Penda
dan Keagamaan.

Evaluasi (Penilaian)

Kegiatan evaluasi ini di-
lakukan untuk mengukur
hasil yang dicapai diban-
dingkan dengan sasaran
program yang telah dite-
tapkan sebagai bahan
perbaikan pelaksanaan
program selanjutnya. Ru-
ang lingkup penilaian ini
meliputi semua kompo-
nen program, proses, dan
pelaksanaan.

Sasaran penilaian menca-
kup seluruh aspek yang
terkait dengan program,
manajemen pelaksanaan,
pendanaan, sarana dan
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prasarana, peserta didik
dan pengajar serta du-
kungan masyarakat set-
empat.

Teknik penilaian pro-
gram dilakukan dengan
mempergunakan: penga-
matan, wawancara, dan
diskusi dengan memper-
hatikan prinsip-prinsip
penilaian yang menyelu-
ruh.

Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh
pihak penyelenggara se-
cara tertulis sesuai de-
ngan jadwal yang telah
ditetapkan yang dilaku-
kan oleh penyelenggara
Madrasah Mitra. Pelapor-
an ini berdasarkan hasil
supervisi dan monitoring
serta evaluasi yang telah
dilakukan melalui instru-
men yang telah dikem-
bangkan.

c. Studi Kelayakan

1. Teknik Pelaksanaan

Sebagaimana yang dipandu da-
lam desain Rintisan Madrasah Mi-
tra, untuk menentukan madrasah
yang siap untuk bekerjasama dila-
kukan melalui studi kelayakan. Stu-
di ini secara normatif menghendaki
dua hal pokok, yaitu desain pelak-
sanaan dan hasil yang diharapkan.
Tahap awal, disusun Desain Opera-
sional dan dibahas sampai disepa-
kati sebagai sebuah dokumen yang
akan dijadikan rujukan. Selanjutnya
Tim Teknis melanjutkan dengan
membuat instrumen melalui proses
tersendiri. Setelah instrumen dinya-
takan valid, maka Tim Lapangan




berkunjung ke lokasi untuk menja-
wab beberapa pertanyaan yang
sudah disepakati dalam Desain
Operasional. .Sesuai petunjuk PO
Program, karena wilayah yang akan
jadi sasaran adalah Serang dan Lam-
pung Selatan, maka dilakukan ko-
munikasi dengan Kandepag ma-
sing-masing. Akhirnya disepakati,
bahwa di Lampung Selatan akan di-
survei 3 madrasah dan di Serang 3
madrasah.

Kegiatan ini dilakukan Tim
yang diketuai oleh Drs. H. Mudja-
hid AK, M.Sc dengan anggota Drs.
Dasrizal, Dra. Hj. Mardiyah, Dra.
Umul Hidayati, Dr. H. K. Sukardji,
MM, APU, H. Maskan Dahlan,
S.Sos, H. Ali Umar, Anizar, BA. Di
lapangan, tim ini dibantu oleh Tim
Lapangan yang diambil dari unsur
Kandepag dan Madrasah. Teknis
yang dilakukan ialah:

a) Berdialog melalui forum group
dinamic (FGD)

Pada forum ini hadir unsur Kan-
wil Agama, Kandepag, Madra-
sah, orang tua siswa, guru, Maj-
lis Madrasah dan siswa. Kegiat-
an ini dilakukan di salah satu
madrasah yang tercatat untuk
survei. Perkembangan pemikir-
an pada forum ini dicatat oleh
Tim Peneliti dan kemudian did-
iskusikan dengan anggota lain-
nya yang selanjutnya dijadikan
bahan untuk menyusun laporan.
Survei ke Madrasah

Survei ke madrasah ini menggu-
nakan IPD yang sudah disiapkan
dan dilengkapi dengan form sur-
vei yang dibuat sendiri oleh ma-
sing-masing tim. Survei ini di-
maksudkan untuk melakukan
klarifikasi terhadap informasi

b)
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yang disampaikan melalui FGD.

Sekaligus juga mengamati pro-

ses pembelajaran dan fasilitas

yang dimiliki madrasah.

Penyusunan Laporan

Kegiatan ini adalah kewajiban

setiap tim yang bertugas. Lapor-

an ini intinya mencakup hal se-

bagai berikut:

i. Potret madrasah yang disur-
vei

ii. Respon lingkungan dan civi-

tas madrasah

iii. Faktor yang mendukung dan

menghambat menjadi Ma-

drasah Mitra

Laporan yang dibuat Tim La-
pangan di atas dibahas melalui “per-
temuan hasil studi kelayakan Ma-
drasah Mitra”. Hadir pada perte-
muan ini antara lain: Tim Peneliti,
Pejabat Struktural di Bagais dan Ba-
litbang serta undangan dari Pergu-
ruan Tinggi dan Madrasah. Hasil
akhir dari pembahasan hasil studi
kelayakan ini adalah “diketahui
madrasah yang siap dan bersedia
bekerja sama dengan Puslitbang
Penda dan Diklat Keagamaan”,
yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri I
Lampung Selatan dan Madrasah
Tsanawiyah Haurgeulis Serang.

2. Hasil Studi Kelayakan

Studi Kelayakan Studi Rintisan
Madrasah Mitra yang dilaksanakan
pada tahun 2002 merupakan lang-
kah awal kegiatan Implementasi Pe-
ngembangan Madrasah Mitra. Kegiat-
an ini dilakukan pada dua lokasi
yakni di Kalianda, Lampung Selatan
dan Serang, Banten. Adapun yang
menjadi sasaran kegiatan ini, untuk
masing-masing lokasi terdiri dari




ketiga tingkatan madrasah, dan
masing-masing madrasah diwakili
dua madrasah yang berstatus
negeri. Di Kalianda, Lampung Sela-
tan, madrasah yang menjadi sasaran
studi kelayakan terdiri dari lima
madrasah. Hal ini disebabkan kare-
na Madrasah Aliyah yang berstatus
negeri hanya terdapat satu madra-
sah. Madrasah-madrasah tersebut
antara lain Madrasah Ibtidaiyah
Negeri (MIN) Model Kalianda, Ma-
drasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
Suka Negara, Tanjung Bintang, Ma-
drasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)
Kalianda, Madrasah Tsanawiyah
Negeri (MTsN) Valas, Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) Kalianda. Se-
dangkan di Serang, Banten, madra-
sah yang menjadi sasaran studi ke-
layakan terdiri dari Madrasah
Aliyah Negeri 2 Serang, Madrasah
Aliyan Negeri 1 Serang, Madrasah
Tsanawiyah Negeri Serang, Madra-
sah Tsanawiyah Negeri Anyer, Ma-
drasah Ibtidaiyah Negeri Model
Cisaat Padarincang Serang, dan
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Leuwi-
nanggung, Kopo Selatan.

Berdasarkan studi kelayakan
yang dilakukan di dua lokasi terse-
but diperoleh hasil berupa peneta-
pan madrasah yang nantinya akan
dilakukan kerjasama pengembang-
an. Dengan melihat kondisi sebagi-
an madrasah di dua lokasi tersebut,
dan melalui diskusi panjang selama
sehari, tim studi kelayakan studi rin-
tisan Madrasah Mitra Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan,
telah memperoleh gambaran yang
jelas mengenai kondisi beberapa
madrasah di Kalianda dan Serang.
Dari hasil studi kelayakan tersebut,
tim pusat berusaha melakukan pe-
nilaian, pemilahan dengan menetap-
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kan kriteria tertentu untuk melaku-
kan pemilihan dan menetapkan ma-
drasah mana yang layak dan tepat
untuk melakukan uji coba kerjasa-
ma pengembangan madrasah. Kri-
teria penilaian tersebut bukan sema-
ta-mata berdasarkan pada kelengka-
pan fasilitas, sarana prasarana dan

- SDM yang dimiliki. Tetapi lebih ke-

pada kesungguhan dari masing-
masing pengelola madrasah untuk
melakukan kerjasama pengembang-
an. Namun demikian, tidak menu-
tup kemungkinan keberadaan fasil-
itas dan sarana prasarana yang ada
tetap menjadi syarat penilaian.
Ada beberapa kriteria yang
menjadi dasar penilaian untuk me-
netapkan pilihan, antara lain:

- Madrasah yang bersangkutan
mengerti, memahami, siap dan
bersedia untuk melakukan ker-
jasama pengembangan.

- Madrasah yang bersangkutan
belum pernah menerima pro-
gram pengembangan yang sama
oleh instansi manapun.

- Madrasah yang bersangkutan
benar-benar memiliki keinginan
untuk meningkatkan mutu pen-
didikan di sekolahnya.

- Madrasah yang bersangkutan
memiliki fasilitas yang memenu-
hi syarat melaksanakan proses
pembelajaran, meskipun dalam
kondisi kurang memadai.

- Lingkungan madrasah kondusif
untuk melakukan pengembang-
an.

Berdasarkan kriteria-kriteria
tersebut, telah ditetapkan madrasah
yang akan menjadi sasaran program
kerjasama pengembangan di da-
erah, yaitu:




a) Kalianda Lampung Selatan:

- Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Sukanegara, Tanjung Bin-
tang

- Madrasah
Negeri Valas

- Madrasah Aliyah Negeri
Kalianda

b) Kabupaten Serang;:

- Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Leuwinanggung Kopo, Se-
rang

- Madrasah
Negeri I Anyer

- Madrasah Aliyah Negeri I
Serang

Tsanawiyah

Tsanawiyah

Selanjutnya program pengem-
bangan Madrasah Mitra akan masuk
pada tahap implementasi.

'Usul ini berawal dari evaluasi yang
dilakukan Bank Dunia tentang pendidikan
di Indonesia pada masa krisis. Salah satu
usul dan rekomendasi dari evaluasi tersebut
adalah perlunya ditingkatkan partisipasi
masyarakat di bidang pendidikan. Sistem
yang ditawarkan adalah School Based Man-
agement. Lihat, Bappenas-Dirjen Dikdasmen,
School Based Management Pendidikan Dasar”
Jakarta 2001, h. 17. Terkait dengan hal terse-
but, Departemen Agama telah menerbitkan
SK Dirjen Bagais Tahun 2001 tentang pem-
bentukan Majlis Madrasah.

? Hal itu dapat dilihat pada statistik
madrasah yang diterbitkan EMIS Binbaga
Islam dari tahun 1995 s/d 2000 yang mem-
perlihatkan adanya kenaikan jumlah ma-
drasah yang signifikan antara 7 - 10%
pertahun.

3 Ukuran yang digunakan adalah
NEM yang diperoleh siswa madrasah se-
cara umum jauh di bawah sekolah umum.
Untuk tingkat nasional, tidak satupun ma-
drasah yang masuk nomor 1s/d 50.

* Madrasah lahir sebagai reaksi atas
kebijakan Belanda tentang pendidikan dan
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model pendidikan yang dilaksanakan di
Surau dan Pondok Pesantren, Lihat, K.A.
Steenbrink, op.cit, h.124.

® Otonomi pendidikan diatur melalui
PP 25 Tahun 2000 dengan membagi kewe-
nangan kepada pusat dan daerah otonom
(Kabupaten).

8 Naskah ini telah disiapkan Balitbang
Agama tahun anggaran 2001, yaitu Pedom-
an Perencanaan dan Evaluasi Madrasah,
Pengembangan Ciri Khas Madrasah, Kom-
petensi Dasar Guru, Pembiayaan Madrasah,
Standarisasi Sarana dan Materi Pembelajar-
an.

7 Langkah ini sebagai antisipasi untuk
memberlakukan otonomi madrasah sebagai
tahap akhir dari otonomi pendidikan.

8 Dari distribusi dana yang digunakan
Departemen Agama untuk pendidikan,
porsi terbesar (sekitar 70%) yang menikma-
tinya adalah Madrasah Negeri (MIN,
MTsN, dan MAN dengan jumlah sekitar
17%). Bahkan 80% dana pendidikan untuk
Madrasah Negeri dikonsentrasikan untuk
mendampingi dana bantuan luar negeri
yang fokus perhatiannya adalah Madrasah
Model. Sedangkan untuk swasta (sekitar 83
dari jumlah madrasah) menerima bantuan
relatif kecil (sekitar 30% dari alokasi dana
pendidikan yang dimiliki Depag RI). Lihat,
Dasrizal “Pedoman Program Peningkatan
Kualitas Pendidikan Agama”, Jakarta,
Balitbang Agama, 2000, Dokumen Proyek,
h4.

? Kendala pembinaan terhadap Ma-
drasah Negeri antara lain “kebiasaan ma-
drasah” menerima sesuatu yang sudah jadi
dari pusat, inisiatif rendah dan kurang
diberi peluang oleh manajemen pembina-
an yang dikembangkan Departemen A-
gama untuk berkembang. Untuk lebih leng-
kap dapat dilihat, Dr. HK. Sukardji, APU,
Manajemen Pendidikan Islam dan Peranannya
dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional
(Studi Tentang 4 Madrasah Aliyah Negeri di
Jakarta, Tesis Doktor (belum diterbitkan)
IAIN Jakarta, 2000.

1% Aspek pendidikan yaitu Kurikulum,
Ketenagaan, Sarana, Kesiswaan, Lingkung-
an dan Pengembangan.




